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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengarui
perubahan bidang tanah yang terkait dengan pendaftaran tanah serta pajak bumi dan
bangunan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan secara spasial terhadap
perubahan bidang terkait dengan administrasi pertanahan khususnya pendaftaran
tanah serta pajak bumi dan bangunan. Hasil menunjukkan bahwa jumlah bidang
yang mengalami perubahan disebabkan adanya pembagian hak bersama atau disebut
juga dengan warinsan. kemudian untuk faktor penggunaan lahan pada permukiman
paling tinggi yang mengalami perubahan yaitu 70 %. Perubahan bidang tersebut
disebabkan adanya pemecahan bidang tanah dengan persentase 72% dengan lokasi
yang bersekatan dengan akses jalan desa maupun jalan lorong atau gang.

Kata kunci: Administrasi Pertanahan, Faktor Perubahan Bidang Tanah, Pajak Bumi
dan Bangunan, Pendaftaran Tanah, Sistem Informasi Geofgrafis.

Abstract

This study aims to identify the factors influencing changes in land parcels related to
land registration and land and building taxes. The methodology employed involves
a spatial approach to changes in land parcels related to land administration,
particularly land registration, and property taxes. The results indicated that the
number of parcels changed is primary attributed to the division of joint rights, that
used to known as "warinsan". furthermore, the factor of land use in residential areas
exhibits the highest rate of change, accounting for 70%. The alteration of land
parcels is primarily caused by the subdivision of land, constituting 72% of the cases,
located proximately to village roads, lanes, or alleys

Keywords: Land Administration, Land Parcel Change Factor, Land and Building
Tax, Land Registration, Geographic Information System.
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1. Pendahuluan

Administrasi lahan adalah suatu sistem tentang bagaimana mengatasi permasalahan lahan
dan strategi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, sumber daya lingkungan,
dengan menyediakan infrastruktur dasar untuk menerapkan kebijakan terkait dengan lahan.
Perkembangan administrasi lahan memiliki tujuan awal yaitu untuk mendukung kebutuhan pasar
terkait dengan lahan melalui tersedianya informasi. Selain itu, pentingnya administrasi lahan
menjadi agenda internasional baik di negara maju maupun di negara berkembang dalam konteks
pembangunan berkelanjutan (Williamson, 2001). Komponen utama dalam membangun sistem
administrasi lahan yaitu pemilikan lahan (land ownership), penggunaan lahan (land use) dan nilai
tanah (land value) (Steudler et al., 2004). Hal tersebut dikarenakan struktur organisasi untuk
pengelolaan lahan antar negara dan wilayah di seluruh dunia yang berbeda serta peraturan
kelembagaan yang dapat berubah seiring waktu dalam pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pengolahan lahan mempunyai tiga komponen dasar diantaranya kebijakan
pertanahan, informasi tentang infrastruktur pertanahan dan fungsi administrasi pertanahan
(Enemark et al., 2005). Fungsi-fungsi tersebut didasarkan pada data kadaster dan topografi dengan
akses informasi lahan yang lengkap dan up to date. Pengelolaan lahan yang baik kemudian
menjadi operasional penerapan kebijakan pertanahan yang komperhensif dan berkelanjutan.
Penerapan sistem kadaster diantaranya adalah informasi berbasis persil bidang tanah. Hal ini
mencakup tentang batas geometris atau pemetaan bidang tanah serta informasi bidang tanah yang
mendiskripsikan tentang kepemilikan, penggunaan serta nilai lahan. Namun permasalahan sering
muncul dikabupaten dan kota dalam pengelolaan administrasi pertanahan yaitu terjadinya
tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan konflik dimasyarakat terkait data administrasi
pertanahan. Selain itu, bidang pertanahan yang cukup nyata adalah Pendafataran Tanah serta
Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendaftaran tanah yang merupakan prasyarat dalam upaya menata dan mengatur
peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi berbagai
masalah pertanahan (Yuda, 2019). Menurut pendapat Zevenbergen (2004), pendaftaran tanah
merupakan proses pencatatan resmi pada pemilik tanah untuk memperoleh hak atas tanah. Lain
halnya dengan Kariyono (2018), pendaftaran tanah adalah suatu pencatatan dan pemberian
informasi tentang kepemilikan, penggunaan tanah dan status kepemilikan tanah. Sedangkan
Djabbarudin (2020), berpendapat bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang selalu
mengarah pada pemberian sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum atas persil-persil tanah,
dimana kepastian hukum yang terjamin salah satunya adalah jaminan kepastian batas dan luas
tanah.

Pelimpahan kewenangan dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah cara
dalam pengoptimalan pajak, khususnya PBB-P2 (Lewis, 2003). Hal tersebut merupakan langkah
positif dan penting dalam mengembangkan sumber pendapatan berkelanjutan bagi pemerintah
daerah (McCluskey & Trinh, 2013). Namun pemerintah daerah selaku pemegang otoritas harus
mampu melaksanakan dan mempersiyapkan adanya pelimpahan tersebut (Ikramullah et al.,
2016). Dalam pengelolaan PBB-P2 terdapat perangkat yang harus diperhatikan, diantaranya
pemutakiran data spasial serta informasi objek dan subyek pajak yang mana sebagai tertib
administrasi dalam pengelolaan pajak (Amalia, 2019).
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Berdasarkan penelitian terdahulu, evaluasi administrasi pertanahan wajib dilakukan

mengingat terkait dengan hak atas tanah serta pendapatan daerah. Rendra, (2023) menemukan

bahwa perbedaan administrasi yaitu nama, alamat dan luas bidang tanah. Selain itu faktor yang

lain disebabkan adanya perubahan bidang tanah akibat perkembangan suatu wilayah (Muliantara,

2001; Rendra, 2023b) Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubuhan pula pada nilai atau

perhitungan pajak pada bidang tanah tersebut (Saragih, 2020). Desa Tapelan Kecamatan Kapas

Kabupaten Bojonegoro telah malaksanakan pendaftaran tanah pada tahun 2020. Perbedaan antara

kedua data tersebut menimbulkan konflik pada masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian

untuk mengetahui faktor perubahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat faktor apakah

yang mempengarui perubahan bidang tanah tersebut dengan menggunakan pendekatan Sistem
Informasi Geografis secara spasial.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara spasial dengan sistem informasi geografis.
Kemudian penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mempersingkat waktu, tenaga, proses analisis dan menghemat biaya penelitian. Sampel tersebut
diharapkan dapat mewakili jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi pada lokasi
penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Data sampel ditentukan secara sampling dengan
metode random sampling. Total bidang kepemilikan pajak (N) adalah 893 bidang. Perhitungan
rumus Slovin untuk jumlah yang diambil (n) sebagai berikut:

N
" 1+ Ne?
_ 893
"~ 1+ (893x0,12)

= 89.92 = 90 Sampel

n

Penggunaan sampel besar dalam penghitungan menggunakan nilai kesalahan (e) sebesar
10 % (Sugiyono, 2019). Berdasarkan rumus slovin bidang yang dijadikan sampel sebanyak 89.92
digenapkan menjadi 90 bidang. Kedudukan teknik sampling ini pada penyebaran kuisioner, yaitu
untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan bidang tanah. Selain itu teknik ini
untuk menyederhanakan dari jumlah bidang tanah yang ada di Desa Tapelan. Pemilihan sampel
pada pengujian ini dilakukan menyebar pada area penelitian, agar hasil sampel dapat mewakili
bidang pada setiap blok PBB-P2.
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Tabel 1. Wajib Pajak Desa Tapelan Kecamatan Kapas

No Wilayah Administrasi Wajib Pajak Persentase | Sampel
1 Blok 1 143 16.01 14
2 Blok 2 269 30.12 28
3 Blok 3 141 15.79 14
4 Blok 4 233 26.09 24
5 Blok 5 107 11.98 10
Total 893 100.00 90

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2020

Setelah mengidentifikasi

perubahan informasi dan batas bidang tanah dengan

membandingan data PBB-P2 dan PTSL, kemudian mencari faktor perbedaan bidang tersebut. Hal
ini bertujuan untuk mengetahui faktor perbedaan bidang tanah pada setiap bidang yang ada di
Desa Tapelan Kecamatan Kapas. Perbedaan yang dimaksud yaitu pemecahan dan penggabungan
bidang pada setiap blok. Adapun sampel yang diambil berdasarkan jumlah bidang pada PBB-P2
yaitu 893 bidang, sedangkan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin yaitu 90

bidang. Adapun 90 sampel kuisioner dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Bidang Tanah PTSL
@ sample Bidang Tanah

Gambar 1. Peta Sebaran Responden di Desa Tapelan Kecamatan Kapas

Sedangkan untuk sebaran responden berdasarkan bidang tanah yang berubah terkait
adanya pemecahan dan penggabungan. Pengambilan sampel merata pada setiap blok PBB-P2.
Untuk mencari faktor perbedaan bidang tanah, kuesioner disebar kepada pemilik bidang tanah.
Sedangkan untuk mengetahui persentase faktor perbedaan bidang tanah berdasarkan perolehan
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bidang tanah, penggunaan lahan, perubahan bidang tanah, penguasaan bidang tanah dan akses
serta fasilitas terdekat dari bidang tanah yang berubah.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Faktor perubahan informasi dan bidang tanah berdasarkan perolehan bidang tanah

Faktor perubahan informasi dan bidang berdasarkan perolehan bidang tanah, yaitu
pembagian hak bersama (warisan), hibah, jual beli, dan lainnya. Hasil kuesioner menunjukkan
bahwa faktor yang mempengaruhi perbedaan bidang tanah berdasarkan perolehan bidang tanah
dengan persentase tertinggi yaitu pembagian hak Bersama (warisan) dengan persentase 41%,
kemudian jual beli dengan persentase 34%, Hibah dengan persentase 20% dan perolehan lainnya
yaitu 5 %. Adapun faktor perubahan informasi berdasarkan perolehan bidang tanah dapat dilihat
pada gambar 2 sebagai berikut

Pembagian Hak Bersama (Warisan)

-

M Jual Beli

B Lainnya

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 2. Persentase Perolehan Bidang Tanah

Kegiatan PTSL juga memberikan informasi dari awal kepemilikan bidang hingga saat ini.
Untuk sebaran bidang tanah berdasarkan perolehan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 2
sebagai berikut

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 3. Peta Sebaran Perubahan Bidang Berdasarkan Faktor perolehan bidang tanah

3.2 Faktor perubahan informasi dan bidang tanah berdasarkan penggunaan lahan
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Adanya kegiatan PTSL di Desa Tapelan Kecamatan Kapas mempengaruhi perbedaan

informasi serta bidang tanah PBB-P2. Dilihat dari hasil kuesioner yang paling tinggi menjawab

bahwa perubahan informasi dan bidang tanah disebabkan oleh pembagian hak bersama (warisan).

Kemudian jika dikaitkan dengan penggunaan lahan, perbedaan informasi dan bidang tanah paling

tinggi pada penggunaan lahan permukiman dengan persentase 70%, kemudian lahan pertanian

dengan persentase 19% dan paling rendah pada penggunaan lahan pekarangan/tanah kosong

dengan persentase 11%. Untuk mengetahui perbedaan bidang tanah berdasarkan persentase
penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut

11% 19%

= Pertanian

= Permukiman

Pekarangan/Tanah
Kosong

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 4. Persentase Penggunaan Lahan

Untuk keterkaitan antara penggunaan lahan dan perolehan bidang tanah, paling tinggi
dengan jawaban permukiman dengan perolehan bidang tanah dari pembagian hak bersama
(warisan). Kemudian dari penggunaan lahan permukiman dengan perolehan bidang tanah hibah.
Sedangkan jawaban yang paling sedikit yaitu pada penggunaan lahan pertanian dengan perolehan
bidang tanah dari pembagian hak Bersama (warisan) dan jual beli. Adapun sebaran bidang tanah
berdasarkan penggunaan lahan dan perolehan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 5 sebagai
berikut

Sumber: Hasil analisis, 2021

Gambar 5. Peta Sebaran Perubahan Bidang Berdasarkan Penggunaan Lahan
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3.3 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang

Faktor yang mempengaruhi perbedaan luas yaitu pemecahan, penggabungan dan
kesalahan identifikasi bidang tanah. Persentase paling tinggi yaitu adanya pemecahan bidang
dengan persentase 72%, kemudian penggabungan dengan persentase 16% dan kesalahan
identifikasi bidang dan adanya penggabungan dan pemecahan dalam satu bidang dengan

persentase 12 %. Untuk persentase faktor perbedaan bidang dan luas bidang tanah dapat dilihat
pada gambar 6.

W Pemecahan
B Penggabungan

M Lainnya

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 6. Persentase kesalahan dalam Identifikasi Bidang

Sedangkan jika dikaitkan dengan penggunaan lahan, perbedaan informasi bidang tanah
paling tinggi pada penggunaan lahan pemukiman dengan perbedaan bidang adanya pemecahan.
Kemudian pada penggunaan lahan pertanian dengan perbedaan bidang adanya pemecahan. Untuk
sebarang bidang tanah dapat dilihat pada gambar 7 sebagai berikut

13000p 130509 131000 131509 132000 132500

/ Desa Bangitan

20000
704008

m!?q
et

¢¢¢¢¢

(050ng, Kesalahan Identifkasi Bidang [\
0s0ng. Pemecanan
Pemecahan

Penggatungan

Penggatungan dan Pemecahan

702408

| Pertarvan, Pemecahan

|| Portanan, Penggabungan

131000 131500 132000 132500

Sumber: Hasil analisis, 2021

Gambar 7. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan kesalahan identidfikasi dan Penggunaan Lahan
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3.4 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang berdasarkan penguasaan

Faktor penguasaan bidang tanah yaitu terkait dengan domisili pemilik bidang tanah dan
lama menguasai bidang tersebut. Gambar 8 merupakan hasil dari jawaban responden terkait
dengan penguasaan bidang tanah. Berdasarkan domisili pemilik bidang tanah jawaban paling
tinggi berdomisili pada desa ini atau desa tapelan dengan persentase 86%, kemudian diluar desa
dengan persentase 13% dan 1% lainnya yaitu berdomisili didesa ini dan ada yang berasal dari luar
kecamatan. Sedangkan terkait dengan lama menguasai bidang tanah, 1-5 tahun paling tinggi
dengan persentase 60%. Kemudian penguasaan bidang 6-10 tahun dengan persentase 37% dan
penguasaan bidang yang melebihi 10 tahun merupakan paling rendah dengan persentase 3 %.
Untuk penguasaan bidang terkait dengan domisili dan lama tinggal dapat dilihat pada gambar 8

90
80 Desa Ini
70
60 1-5 tahun
50
40 0 tahun
30
20 r desa ini
10
Lainnya 0 tahun
0
Domisili Pemilik Bidang Tanah Lama Menguasai Bidang Tanah

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 8. Penguasaan bidang tanah berdasarkan domisili dan lama tinggal

Apabila dikaitkan antara domisili dan lama menguasai bidang tanah, pemilik bidang tanah
yang tinggal di Desa Tapelan dengan lama menguasai bidang 1-5 tahun merupakan paling banyak.
Kemudian pemilik bidang tanah yang berdomisili di Desa Tapelan dengan lama tinggal 6-10
tahun. Sedangkan untuk pemilik bidang yang tinggal diluar Desa Tapalan rata-rata pada bidang
pemecahan (kavling) dengan lama tinggal 1-5 tahun. Selain itu, pemilik bidang tanah yang
menguasai bidang lebih dari 10 tahun rata-rata berdomisili di Desa Tapelan. Kegiatan PTSL
berdampak pada bertambahnya jumlah bidang tanah di Desa Tapelan. Jika dilihat dari lama
menguasai bidang tanah, paling tinggi mengeasai bidang tanah 1-5 tahun, hal tersebut berkaitan
dengan pembagaian hak bersama (warisan), hibah dan jual beli di Desa Tapelan. Kemudian
berdasarkan domisili pemilik bidang tanah paling tinggi tinggal di Desa Tapelan. Untuk sebaran
bidang tanah terkait dengan penguasaan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 9.
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Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 9. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan Faktor Penguasaan Bidang Tanah
3.5 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang berdasarkan akses jalan dan fasilitas

Faktor perbedaan bidang terkait dengan akses jalan dan fasilitas terdekat. Perbedaan
bidang tanah yang terkait dengan akses jalan yaitu jalan yang menuju ke bidang tanah diantaranya
jalan raya, jalan desa, lorong/gang dan tanggul. Sedangkan fasilitas terdekat dari bidang tanah
yaitu pertokotan, sekolah dan tempat ibadah. Dari hasil kuesioner berdasarkan akses jalan menuju
bidang tanah, paling tinggi pada akses jalan lorong/gang dengan persentase 35%, kemudian jalan
desa dengan persentase 32%, lalu jalan raya dengan persentase 21% dan paling rendah pada akses
jalan tanggul pada area pertanian (sawah) dengan persentase 12%. Bidang tanah yang berbeda
paling tinggi berdasarkan lokasi bidang dekat dengan fasilitas umum yaitu tempat ibadah
(mushola) dengan persentase 66%, kemudian bidang tanah yang berbeda dekat pertokoan dengan
persentase 11% dan sekolah dengan persentase 3%. Kemudian dengan jawaban lainnya yaitu
lokasi yang berdekatan dengan balai desa dan tidak ada fasilitas umum terdekat karena lokasi
bidang tanah pada daerah pertanian (sawah) dengan persentase 20%. Adapun faktor perubahan
bidang berdasarkan akses jalan dan fasilitas terdekat pada bidang dapat dilihat pada gambar 10
sebagai berikut
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Tempat
70 Ibadah
60
50
40 Lorong/gang
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30 1 .
Jalan Ray Lainnya
20 Lalnnya Pertokoan |
10 Sekolah | i
0
Akses Jalan Pada Bidang Tanah Fasilitas Umum Terdekat

Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 10. Akses Jalan dan Fasilitas Umum terdekat pada Bidang Tanah

Untuk sebaran bidang tanah berdasarkan akses jalan dan faslitas umum terdekat dapat
dilihat pada gambar 11.

Toi00p
H

Toncp

Sumber: Hasil analisis, 2021

Gambar 11. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan Akses Jalan dan Fasilitas Terdekat

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian jumlah bidang yang mengalami perubahan disebabkan
adanya pembagian hak bersama atau disebut juga dengan warinsan. kemudian untuk faktor
penggunaan lahan pada permukiman paling tinggi yang mengalami perubahan yaitu 70 %.
Perubahan bidang tersebut disebabkan adanya pemecahan bidang tanah dengan persentase 72%
dengan lokasi yang bersekatan dengan akses jalan desa maupun jalan lorong atau gang. evaluasi
ini diharapkan bermanfaat untuk pemerintah dalam mengambil keputusan.
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